PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
% ) DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman Marabahan 70513 Kalimantan Selatan
Telepon / Fax (0511) 4799486 Email : disporbudpar@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 100.2/ 111/DISPORBUDPAR/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memudahkan Masyarakat dalam
memperoleh dan mengakses informasi Dinas Kepemudaan
Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala yang
bersifat terbuka, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik
Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata
Kabupaten Barito Kuala;

b.  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf ¢ Peratran
Komisi Informasi Publik, Badan Publik berkewajiban untuk
menetapkan dan memutakhiran Daftar Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata
Kabupaten Barito Kuala tentang Daftar Informasi Publik pada
Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata
Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang — Undang Nomor 13 tahun
2022 tentang perubahan kedua atas Undang — Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang — Undang Nomor 6 Tahun
2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun
2023  tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5149;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Noomor 191);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas P eraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1190);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Pelayanan  Informasi  dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
157);
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Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahuun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahuun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kabupaten Barito Kuala;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
cara kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam
lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan
ini.

Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU
menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana (PPID) Pelaksana) dilingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala
dalam menyelenggarakan informasi publik.

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Marabahan
Pada Tanggal : 22 Juli2025

s US
NIP. 196812112005011008



Tingkat Provinsi maupun Nasional
2. Jumlah kegiatan yang diikuti
Pemuda tingkat Provinsi/ Nasional
3. Jumlah Organisasi Kepemudaan
di kabupaten Barito Kuala

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan Olahraga Budaya Dan
Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
Nomor 100.2/ 111/DISPORBUDPAR/2025
Tahun 2025
Tanggal 22 Juli 2025
Pejabat/Unit Satker Penanggungjawab Waktu dan Tempat . Jangka Waktu
g . . . Pembuatan Bentuk Informasi N
No. Ringkasan Isi Informasi yang Menguasai Pembuatan atau Informasi Yang Tersedia Penyimpanan Atau
Informasi Penerbitan Informasi Retensi Arsip
1. Informasi terkait Profil SKPD, Sekretariat Kepala Dinas 2024-2025 Hardcopy,Softcopy Selama Berlaku
Sejarah SKPD, Data Nominatif Cetak Elektronik
Pegawai,Data IKU, SAKIP,
RENSTRA, SOP dan Layanan E-
Lapor.
2. 1. Jumlah destinasi wisata (alam Pariwisata Kepala Dinas Selama Berlaku Hardcopy,Softcopy Selama Berlaku
dan buatan beserta alamat/lokasi Cetak Elektronik
destinasi wisata tersebut)
2. Jumlah dan nama event
kepariwisataan
3. Jumlah pokdarwis dan
alamat/lokasi
3. Kepemudaan Kepemudaan dan Kepala Dinas Selama Berlaku Hardcopy,Softcopy Selama Berlaku
1. Jumlah Pemuda berprestasi Olahraga Cetak Elektronik




Olah Raga

1.

Jumlah Organinasi olahraga
dan nama nya beserta
alamat kantor.

Jumlah Cabor yang aktif di
Kabupaten Barito Kuala.

. Jumlah dan Nama

pertandingan yang diikuti
baik di propinsi maupun
nasional.

Jumlah dan Nama
pertandingan yang di
fasilitasi di Kabupaten
Batola

Jumlah dan lokasi sarana
olahraga baik di Kabupaten,
Kecamatan (termasuk desa)

1. Jumlah dan nama cagar budaya | Budaya Kepala Dinas Selama Berlaku Hardcopy,Softcopy Selama Berlaku
beserta Alamat/lokasinya Cetak Elektronik
2. Jumlah dan Nama Kegiatan / '
event budaya Barito Kuala !
3. Nama dan Alamat Objek Diduga ‘
Cagar Budaya (ODCB) kabupaten ‘
Barito Kuala v
4. Objek Pemajuan Kebudayaan g
|
Ditetapkandi  : Marabahan
Pada Tanggal  : 22 Juli 2025

Kepala Dinas Kepemudaan, Ofahraga, Budaya



